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F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk
mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini,

dimana dalam hal ini digunakan metode peneclitian yaitu :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan
bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-
literatur, majalah hukum dan jurnal pertanahan yang mendukung penulisan dan

pembahasan skripsi penulis ini.
2. Penelitian lapangan (Field Research)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung
di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan melakukan wawancara kepada
pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi di Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis
sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab

mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
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Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam
sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan
Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan,

Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.
Bab II Tinjaun Umum Téntang Hak-Hak Atas Tanah

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Tanah, Hak-Hak Atas
Tanah, Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah serta Stelsel Publikasi Dalam

Pendaftaran Tanah.
Bab 111 Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Cara Memperoleh Hak Milik Atas
Tanah, Ciri-Ciri Hak Milik Atas Tanah, Hapusnya Hak Milik Atas

Tanah, Hak Milik Atas Tanah Dapat Digugat.
BabiV  Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Faktor — Fakior Yang
Menyebabkan Terjadi Sengketa Pertanahan, Proses Pemeriksaan
Sengketa Tanah, Hambatan dan Kendala Dalam Hal Penyelesaian

Sengketa Pertanahan, serta Analisa Putusan.
BabV Kesimpulan Dan Saran

Sebagai bab penutup merupakan bab yang terakhir yang mengemukakan

tentang Kesimpulan dan Saran.
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pemberi hak sebelumnya, jadi perolehan hak tersebut merupakan mata rantai

perbuatan hukum dalam pendaftaran hak atas tanah.

b. Pejabat pertanahan bersifat pasif, artinya tidak berkewajiban menyelidiki

kebenaran data — data yang diserahkan kepadanya.

Kebaikan dari stelsel negatif ini yaitu adanya perlindungan kepada pemegang
hak sejati. Pendaftaran tanah juga dapat dilakukan lebih cepat karena pejabat

pertanahan tidak berkewajiban menyelidiki data — data tanah tersebut.
Sedangkan kelemahan dari stelsel negatif adalah :

a. Peran pasif dari pejabat pertanahan dapat menyebabkan tumpang tindihnya

sertifikat tanah.

b. Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat sedemikian rumit sehingga

kurang dimengerti orang awam.

c. Buku tanah dan segala surat pendaftaran kurang memberikan kepastian hukum
karena surat tersebut masih dapat dikalahkan oleh alat bukti lain, sehingga

mereka yang namanya terdaftar dalam buku tanah bukan merupakan jaminan
3. Stelsel Publikasi Menurut UUPA

Stelsel publikasi yang digunakan dalam Undang — Undang Pokok Agraria
(UUPA) adalah stelsel negatif yang mengandung unsur positif karena akan
menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,

berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 huruf c, Pasal 32 Ayat 2 dan Pasal 38 UUPA.
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1. Merupakan hak atas tanah yang kuat, bahkan menurut Pasal 20 UUPA adalah
yang terkuat, artinya mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan
pihak lain;

2. Merupakan hak turun temurun dan dapat beralih, artinya dapat dialihkan pada
ahli waris yang berhak;

3. Dapat menjadi hak induk tetapi tidak dapat berinduk pada hak — hak atas tanah
lainnya. Ini berarti bahwa hak milik dapat dibebani dengan hak - hak atas tanah
lainnya, seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa hak gadai, hak usaha
bagi hasil, hak menumpang;

4. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotik atau credietverband,

5. Dapat dialihkan yaitu dijual, ditukar dengan benda lain dihibahkan dan diberikan
dengan wasiatnya;

6. Dapat dilepaskan oleh yang punya, sehingga tanahnya menjadi milik Negara;

7. Dapat diwakafkan;

8. Si pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di tangan siapapun benda itu
berada.

Yang dapat mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia

2. Badan — Badan Hukum Tertentu

3. Badan — Badan Hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan
sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu.
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C. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah

Dalam uraian yang terdahulu, pengertian hapusnya hak milik telah
disinggung dimana hal ini mengandung arti bahwa hak milik atas tanah tersebut telah
berakhir dari kekuasaan si pemilik. Hal ini membawa akibat terhadap tanah hak milik
tersebut yang terdiri dari beberapa kemungkinan yang terjadi atas tanah itu.

Kemungkinan — kemungkian yang akan terjadi atas tanah tersebut dapat
berupa kemungkian beralihnya hak milik atas tanah tersebut dari si pemilik kepada
pihak lain disebabkan oleh suatu perbuatan hukum oleh si pemilik tanah tujuan untuk
mengalihkan hak milik atas tanah tersebut, misalnya perbuatan hukum juai beli,
penghibaan, penukaran, pemberian dengan wasiat dan sebagainya. Disamping hal
tersebut, kemungkian selanjutnya akan membawa akibat berupa penguasaan oleh
Negara terhadap tanah tersebut yang telah kehilangan ﬁak miliknya itu. Sedangkan
kemungkinan berikutnya yang akan terdiri atas tanah itu yang disebabkan oleh
hapusnya hak milik tersebut adalah musnahnya tanah milik tersebut. Umpamanya
jika sebidang tanah status hak milik karena perbuatan akan tergenang air dan usaha
untuk pengeringan air tersebut tidak mungkin untuk dilakukan, maka hak milik atas
tanah tersebut akan hapus (musnah) akibat perbuatan alam itu.

Oleh karena tinjauan disini berdasarkan kepada Undang — Undang Pokok
Agraria (UUPA) dan disamping itu hapusnya hak milik atas tanah yang membawa
tertentu. Dimana hapusnya hak milik atas tanah ini disebabkan adanya suatu
pencabutan hak yang didasarkan kepada bunyi dari Pasal 18 Undang — Undang
Pokok Agraria (UUPA). Pencabutan hak ini terkenal juga dengan istilah
“Onteigening”. Dan sebagai kelanjutannya, Pasal 18 Undang — Undang Pokok

Agraria (UUPA) ini menyatakan bahwa, “Untuk kepentingan umum, termasuk
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kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak — hak
atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut
cara yang diatur dengan Undang — Undang.

Berdasarkan dari bunyi pasal ini, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
tanah — tanah yang telah diberi dengan suatu hak tertentu (dalam hal ini hak milik)
berakhir atau hapus hak miliknya tersebut karena pencabutan hak ini (Onteigening)
derﬁi suatu kepentingan tertentu yaitu kepentingan umum, kepentingan bersama dari
rakyat, bangsa, kepentingan pembangunan dan kepentingan Negara. Kepentingan
inilah merupakan suatu fungsi sosial atas suatu tanah tertentu.

Adapun pengertian dari pencabutan hak (Onteigening) adalah pengambilan
tanah kepunyaan penduduk oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas
tanah menjadi hapus . dan berpindah terhadap siapa pencabutan itu tanpa yang
bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam melakukan kewajiban
hukumnya.

Dalam pengertian diatas jelas kita dapat melihat bahwa adanya tindakan
pemerintah secara paksa tanpa yang berhak telah bersalah melakukan tindakan yang
melanggar hukum atau akibat dari pensitaan dalam suatu akibat beralihnya hak milik
itu suatu perbuatan cukup dirasakan mempunyai suatu lembaga penyelesaian yang
tersendiri, maka khusus pengubahan pada konteks ini akan disuguhkan suatu
pedoman yang merupakan landasan penjabaran selanjutnya. Untuk itu tersebut
landasan yang dimaksudkan adalah berpegang kepada bunyi Pasal 2 Undang —
Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hapusnya Hak Milik Atas Tanah menurut Pasal 27 Undang — Undang Pokok
Agraria (UUPA) yaitu :
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(Onrechtmatige Overheidsdaad), dan hendaknya hal seperti ini sedapat mungkin
dihindarkan agar jangan sampai terjadi.

Oleh karena itu pencabutan hak bagi suatu pihak dapat dipandang sebagai
hilangnya atau dihapusnya suatu hak milik atas tanah, sedangkan bagi pihak lainnya
dip}andang sebagai suatu cara untuk memperoleh hak atas tanah.

Selanjutnya hak milik atas tanah dapat juga akhir atau hapus status hak
miliknya terhadap tanah tersebut disebabkan pemegang hak milik itu (si pemilik)
menyerahkan tanah hak milik tersebut dengan sukarela.

Hal ini méngandung arti bahwa tanah yang mempunyai status hak milik
tersebut memang merupakan kehendak dan si pemegang hak milik atas tanah itu.
Tegasnya, penyerahan terhadap hak milik atas tanah itu harus benar-benar didasarkan
oleh suatu kehendak yang berupa kesukarelaanya, umpamanya penyerahan yang
dilakukan oleh si pemilik tanah terhadap sebidang tanah yang berstatus hak milik
kepada badan — badan sosial, misalnya Panti Asuhan, badan — badan keagamaan dan
lain sebagainya yang mempunyai tujuan untuk dipergunakan dalam hal kegiatan —
kegiatan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan diserahkannya tanah
yang berstatus hak milik atas tanah tersebut telah berakhir dan hapus dari tangan si
pemilik tanah itu, tanah tersebut telah beralih kepada kekuasaan dari pihak yang
menerimanya. Jadi penyerahan hak milik atas tanah secara sukarela itu juga
merupakan salah satu faktor untuk terjadinya persoalan tentang hapusnya hak milik
sesuatu tanah.

Sedangkan apabila sebidang tanah ditelantarkan oleh pemiliknya juga dapat
menyebabkan suatu penghapusan hak milik atas tanah tersebut. Hal ini menandakan

bahwa hak milik atas tanah akan hapus atau batas akhir apabila si pemilik tanah
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tersebut menelantarkan tanah yang dimilikinya itu. Hanya saja dalam hal ini harus
ditelantarkan pengertian ini dapat kita lihat dari memori penjelasan atas Pasal 27
Undang — Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa tanah
ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya
atau sifat dan tujuan dari pada haknya.

Dari uraian memori penjelasan ini terlihat itu pandangan terhadap tanah —
tanah mempunyai status hak, khususnya‘hak milik akan dipergunakan sebaik —
sebatknya dengan memanfaatkan segala keadaan tersebut. Tanah — tanah tersebut
harus benar — benar dipergunakan oleh si pemilik tanah sesuai dengan keadaan dan
tujuan dari tanah — tanah tersebut. Pemerintah baru benar — benar memberikan hak
atas tanah apabila penggunaan dari hak yang diberikan harus sesuai dengan keadaan,
kenyataan, sifat dan tujuan dari tanah tersebut, hal ini menéandung maksud agar
tanah — tanah hak tersebut (khusunya hak milik) mempunyai suatu manfaat terhadap
seluruh masyarakat. Tegasnya, tanah yang ada di wilayah Indonesia harus berpotensi
bagi rakyat Indonesia.

Berarti tidak ada hak milik atas tanah yang bertentangan dari potensi tanah tu
sendiri, sedangkan apabila suatu hak milik atas tanah yang telah diberikan kepada
seseorang tidak mempergunakan manfaat yang diberikan, maka milik atas tanah
tersebut akan segera dihapuskan status hak milik tersebut akan berakhir sehingga
dengan dimanfaatkannya tanah — tanah tersebut sesuai dengan status haknya, maka
diharapkan suata saat nanti akan tercipta cita — cita yang merupakan penggunaan
manfaatan dari segala bentuk dan status hak atas tanah untuk kepentingan dari
bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa tiada status hak atas tanah suatu

penggunaan/pemanfaatan yang tepat.
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Dari bunyi kedua pasal ini terlihatlah begitu ketentuan atau suatu kriteria
yang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hak milik atas tanah hanya boleh
dipunyai (dimiliki) oleh seseorang yang mempunyai kewarganegaraanya Indonesia.
Hal ini malahan didukung oleh Pasal 21 Ayat 1 yang menyatakan bahwa : “Hanya
warga Negara Indonesia dapat mempunyai tanah hak milik selain dari pada warga
Negara Indonesia orang atau warga Negara asing atau orang yang mempunyai
Dwiwanegara tidak diperbolehk;in untuk mempunyai hak milik atas tanah”.

Berdasarkan kepada Pasal 21 Ayat 1 Undang — Undang Pokok Agraria
(UUPA), kepada orang asing masih diberikan suatu kesempatan untuk memperoleh
hak milik atas tanah, dengan mengingat bahwa hal tersebut terjadi pada saat — saat
tertentu dan tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan kepada
terjadinya peralihan hak pemilikan / penguasaan\ terhadap hak milik atas tanah
tersebut hanya bersifat sementara, dimana saat tersebut hanya berlangsung 1 tahun
sejak diperbolehkannya hak milik tersebut.

Cara memperoleh hak milik atas tanah tanpa melakukan -sesuatu tindakan
positif yang sengaja untuk peralihan hak tersebut dimaksudkan agar perbuatan dari
orang asing tersebut tidak ditujukan kepada peralihan hak milik atas tanah itu,
tegasnya perbuatan bukan merupakan perbuatan yang disengaja, misalnya warisan
tanpa pembuatan surat wasiat, karena pula harta perkawinan dan lain sebagainya.
Namun apabila ketentuan ini diabaikan oleh orang asing itu, maka sebagai akibatnya
diberikan ancaman hukuman yang mengakibatkan tanah hak milik atas akan jatuh
kepada Negara dan haknya atas tanah tersebut akan dihapus / hilang karena hukum.

Jadi selama jangka waktu 1 tahun tersebut masih diberikan kesempatan untuk

mengalihkan hak -miliknya atas tanah itu kepada pihak yang mempunyai warga
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Negara Indonesia. Jangka waktu ini dapat mencegah suatu kerugian yang besar dari

si pemilik dapat memeproleh pembayaran dari peralihan hak milik atas tanah itu.

D. Hak Milik Atas Tanah Dapat Digugat

Pada Pasal 26 Ayat 2 Undang — Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana
larangan pemindahan hak milik atas tanah pada pasal ini adalah luas pengertiannya,
karena yang dilarang memindahkan / mengalihkan hak milik secara langsung, juga
dilarang mengalihkan hak milik atas tanah dengan perbuatan yang tidak langsung.
Perbuatan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan penyeludupan hukum
yang merupakan perbuatan atau tindakan yang mempergunakan kedok (topeng)
seperti misalnya seorang asing hendak membeli tanah secara tidak langsung dengan
mempergunakan (memakai) nama dari pihak lain yang mempunyai warga negara
Indonesia. Namun apabila larangan pengalihan hak milik yang didasarkan pada Pasal
26 Ayat 2 Undang — Undang Pokok Agraria (UUPA) itu diabaikan, maka perbuatan
pengalihan tersebut akan batal demi hukum.

Sedangkan akibat dari perbuatan pengalihan hak milik atas tanah yang demi
hukum itu akan menyebabkan tanah hak milik tersebut akan patuh pada kekuasaan
negara, dan harga atas tanah yang telah dibesarkan itu sangat sulit untuk dituntut
kembali dari pihak penjual tanah. Hal ini adalah merupakan suatu kwensi atas
perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan ketentuan perundang — undangan
yang telah digariskan. Oleh karena itu antara kedua belah pihak yang menjual,
kehilangan tanahnya disebabkan tanah tersebut jatuh pada kekuasaan negara, dan

pihak pembeli mengalami kerugian uang berupa uang, karena uangnya tersebut telah
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pengadilan dari manusia — manusia yang melaksanakannya. Pendaftaran tanah yang

dimaksudkan itu meliputi :

a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Yang menghasilkan peta
pendaftaran dan surat — surat kuasa dari peta pendaftaran dan surat dapat
kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan,

b. Pendaftaran hak — hak atas tanah dan peralihan hak — hak tersebut juga termasuk
dalam kegiatan pendaftaran atau pencabutan dari hak — hak lain (baik hai( — hak
atas tanah maupun hak jaminan) serta beban lain yang membebani hak — hak atas
tanah yang didaftarkan itu. Selain mengenai status dari pada tanahnya,
pendaftaran ini juga memberikan keterangan tentang subjek dari pada haknya
(siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan).

c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang menurut Pasal 19 Undang — Undang
Pokok Agraria (UUPA) Ayat 2 berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat
tanda bukti ini lazim disebut dengan sertifikat misalnya sertifikasi hak milik
tanah.

Menurut konsepsi Undang — Undang. Pokok Agraria (UUPA), pendaftaran
tanah yang diselenggarakan mempergunakan “sistem negative”. Maknanya bahwa
surat — surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat bukti yang kuat, berarti bahwa
keterangan — keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum
dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama sepanjang ada
alat bukti yang lain membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian maka
pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian nama yang benar. Kalau
ternyata bahwa keterangan dari pendaftaran tanah yang tidak benar, maka diadakan

perubahan dan pembetulan seperlunya.
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Dalam hubungan ini Pasal 19 Ayat 3 memerintahkan supaya penyelenggaraan
pendaftran tanah itu mengingat keadaan / situasi negara dan msyarakat, keperluan
lalu lintas, sosial eckonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya harus
dilaksanakan sesederhana mungkin, murah dan dapat dengan mudah dimengerti oleh
rakyat. Pendaftaran ini tidak dilaksanakan sekaligus untuk seluruh wilayah Republik
Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaanya harus secara berangsur — angsur.
" Pendaftaran — pendaftaran di kota — kota akan didahulukan. Hal ini adalah sesuai
dengan mendesaknya keperluan lalu lintas sosial ekonomi, juga untuk kota — kota
besar dapat diharapkan terwujudnya pendaftaran tanah dalam praktek mengingat
pekerjaan pendaftaran tanah yang meliputi seluruh kepulauan Nusantara adalah
merupakan pekerjaan yang maha besar. Oleh sebab itu segala sesuatunya didalam
pelaksanaan pendaftaran tanah ini akan dipimpin oleh kepala BPN (Badan
Pertanahan Nasional).

Pelaksanaan sesuatunya sekitar pendaftaran ini disetujui lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Untuk kepastian haknya itu maka hak atas
tanah diwajibkan untuk mendaftarkan itu. Untuk pendaftaran haknya yang berasal
dari alihan hak yang berasal dari peralihan hak, maka peralihan haknya itu harus
dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat
ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusannya tertanggal 19
September 1970 No. 123/K/Sip/1970 tentang Pasal 19 PP No. 10/1961 mengenai
pendaftaran tanah, dimana antara lain dinyatakan bahwa Pasal 19 tersebut berlaku
khusus untuk pendaftaran pemindahan / peralihan hak atas tanah pada Kantor

Pendaftaran sedangkan hakim dalam menilai hanya terikat pada Pasal 19 tersebut
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